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PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR T4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAINMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIW,

Menimbang : a. bhahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1)

hurul e dan avat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayvaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Satuan Pendidikan

Sanggar Negiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Banyuasin,

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud

pada huruf a, periu diatur dengan Peraturan Bupati
Banvuasii.

Mengingat

o

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupawen Banyuasin  di  Provinsi Sumatera Sclatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4181);

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Fahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Reuangan antara Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Neg,

gara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126. Tambahan Lembar

an Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor (,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5:194);
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Menetapkan

1]

a Nomor 23 Tahun 2014 tcntar{g
g;ﬁzﬁitgﬁanm%aemh (Lembaran Negara Republilc 1ndones.1_a
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar‘l Lembaran Neg:;ala
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 ’l:ahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari
Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/
Madrasah/Pendidikan Kesetaraan, dan Ujian Nasional,
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nom’or_ 81
Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Nonformal;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14
Tahun 20068 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin
Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten banyuasin Tahun 2014 Nomor 036).

o

bl

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN

SATUAN PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin,

2. Pemerintahan Daerah
pemerintahan oleh Peme
asas otonomi dan tug

z_ldalah penyelenggaraan urusan
rintah Daerah dan DPRD menurut
as pembantuan dengan prinsip otonomi
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah ctonom.

Bupati adalah Bupati Banyuasin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disebu?
DPRD adelah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah  Kabupaten
Banyuasin.

Walkil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dcwafl Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otoncmi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas—lugsnya da_laj‘n
sistem dan -prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan Kabupaten
Banyuasin.

Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuasin.

Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin adalah
Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan
Kecamatan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Satuan
Pendidikan PAUDNI, SD/SDLB/SMP, SMA, dan SMK.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.

Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah
Satuan Pendidilan Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

Pendidikan adalah usaha dasar dan

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta. didik secara altif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, alkhlak mulia, serta
keterampilan yang

_ diperuntukan dirinya, masyaralat,
bangsa, dan Negara,

Pendidikap {c)rmal adalah jalur pendidikan yang terstruktur
dan . t?erjenjang yang terdiri atas pendidikan dasaur,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi,

Pendidikan nonformal adalah jalur endidik i
pendidikan  formal yang da ; L s

terencana untuk

at  dilaksanal
terstruktur dan berjenjang, P <sanakan secara
Pendidi in Zb fatine g2
15{1.?1(1.}1.5&2 iformal adalah jalur pendidikan keluarga dan
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19.

20.
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22,

23.

24,

25.

26.

(1)

(2)

idik < usia dini adalah suatu upaya pembinaan
Pendldl?t\:.:;L };kaf;nnaﬂ{epada anak sejak lahir sampai dengan usia
g c:ai{lun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
E’;ﬁdﬂm untuk  membantu . perturnbuhﬁan (-jﬁ?-
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

j idik ini harus
iib belajar adalah program pendxdwrl\an minimal yang :
;\iﬁﬁm (:)Iejh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses ‘pembelg}e_lraﬂ
yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
tertentu.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan,

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkua_lifikasi
sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyalswara,.
tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai

dengan  kekhususannya, serta berpartisipasi  dalam
menyelenggarakan pendidikan,

Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama

melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi
program PAUDNI,

Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama
melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program
dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal
pada satuan pendidikan nonformal dan informal.

Jabatan Fungsional adalah ten

aga pendidik, pengawas
satuan pendidikan,

pengawas TK dan Penilik PAUDNI.
Kurikulum adalah sepérangkat rencana
Jmengenai tujuan, isi, dan bahan
digunakan sebagai pedoman

pembelajaran ur-tuk mencapai tuj

dan pengaturan
pelajaran serta cara yang
penyelenggaraan kegiatan
uan pendidikan tertentu.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta

el didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu linglu

ngan belajar.

BAB I1
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk S
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Kabupaten Banyuasin.

atuan Pendidikan
Pada Dinas Pendidikan
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BAR 111
HKEDUDURAN
Pasal 3

Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah
Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal, dan Informal yang sesuai dengan urusan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dipimpin
oleh seorang Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada
Kepala Dinas Pendidikan.

Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

Susunan Organisasi Satuan Pendidik

an Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB) Dinas Pendidikan terdiri d

ari

a. Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar
(SKB);

b. Wakil Kepala Bidang Pembelajaran;

c. Wakil Kepala Bidang Pembinaan;

d. Wakil Kepala Bidang Pengabdian;

€. Kepala Tata Usaha;

1. Pamong Belajar;

g. Staf

Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Sanggar
Kegiatan RBelajar (SKR) pada Dinas Pendidikan sebagaimana
tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidalk
terpisahkan dar Peraturan Bupati ini.
BAB YV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

Satuan  Pendidikan Sanggar  Kegiatan Belajar (SKB)
mempunyai tugas yaitu :
a. menyelengpgarakan pembelajaran dalam program PAUDNI;

b. pengkajian dan pengembangan pembelajaran  dalam
nraoTam PATTOINT.



: < ug sebagai 12 dimaksud pada
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana < P

ayat (1), Satuan Pendidilkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
menyclenggarakan fungsi :

5 pe'mb&lajarau pada program PAUDNI,
b. pengkajiah pembelajaran dalam program PAUDNI;

c. pengembangan model-model pembelajaran dalam program
PAUDNI,;

d. pengabdian pada masyarakat atau kegiatan sqsial
kemasyarakatan untuk membantu menyelesaikan
persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dengan
menerapkan tekhnologl tepat guna;

e. pengelolaan sosial informasi di bidang PAUDNI;

f. penyusun dan Pengadaan sarana belajar muatan sosial
PAUDNI;

g. pelaksanaan urusan Ketatausahaan Satuan Pendidikan
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Pasal 6

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas :

da.

menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian,
keuangan, koordinasi, dan pengendalian bidang umum dan
perlengkapan;

menyusun rencana kegiatan ketatausahaan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan

Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB} sesuai dengan
tugasnya.

Pasal ‘7-‘

Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Kepala Tata Usalia menyelenggaralan fungsi :

a. melaksanakan pengelolaan urusan

b.

C.

_ surat-menyurat dan
kearsipan;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

melaksanakan pengelolaan urusan

kepegawaian, rumah
tangga, dan umum;

membuat dan menyampaikan laporan;



BAB WV
TATA KERJA
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Pendidikan
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berada di Tingkat Satuan
Pendidikan terkecil serta kelompok jabatan fungsxongl wajib
menerapkan  prinsip-prinsip  Ioordinasi, inte.gras-u, dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun
antar dinas/instansi lainnya.

Pasal 9

Setiap Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatlan Belgjar
(SKB) wajib mengawasi Dbawahannya  masing-masing,
mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta'petunj}llii
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bﬂa_. terjadi
penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesual dengan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
wajib mengikuti dan memantuhi petunjuk dan bertanggungjawab

kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan
secara berjenjang. '

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

(1) K{_apala. Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
atas usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

(2) Wakil Kepala Bidang Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan
Belaj:'ir (SKB) diangkat dan diberhentilan oleh Kepala Satuan
Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang mendapat
persetujuan Kepala Dinas.

(3) Kepala Ts.'ta Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
atas usui i{epala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.




EAB VII
KEUANGAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Pegxti.u‘qr;
Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapa‘;aﬂ dan a?d?lj
Daerah Kabupaten Banyuasin paclg SKPD Dmas Pendidlkan
dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BADB VIII
ESELON
Pasal 13

(1) Kepala Satuan Pendidikan Sanggar I{e'giatan Belajar (SKB)
Dinas Pendidikan adalah Jabatan Fungsional.

(2) Kepala Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon V/a.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pembentulkan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan
Dalam Kabupaten Banyuasin, “Pasal 1 angka 10, BAB II
Pembentukan Pasal 2 huruf b, BAB III Kedudukan Pasal 3
ayat (3) dicabut sebagian yaitu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar
(KSKB), BAB 1V Susunan Organisasi Pasal 4 ayat (1) huruf a
dicabut sebagian yaitu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (KSKB),
Pasal 8, Pasal 9 huruf ¢ dicabut sebagian yaitu Kepala Sanggar
Kegiatan Belajar (KSKB), Pasal 10 huruf e, BAB VII Tata Kerja
Pasal 12 dicabut sebagian yaitu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar
(KSKB), BAB VIII Kepegawaian Pasal 15 ayat (1) dicabut sebagian
yaitu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (KSKB) dan ayat (2)
dicabut sebagian yaitu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (KSKB),
BAB IX Keuangan Pasal 16 dicabut sebagian yaitu Kepala
S'anggar Kegiatan Belajar (KSKB), BAB X Eselon Pasal 17 ayat (1)
dlca?mt sebagian yaitu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (KSKB)”
(Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 Nomor 8§),
dicabut dan dinyatakan tidalk berlaku,
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Pagal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Acar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
o . o

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyéa
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggaly Aref 2016

kT o3
e W
Tty

YA

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 10 maref 2016

SEEARIS DAERAH
ZaiePlopin BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016
NOMOR 34/
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR 34/ TAMUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN SANGGAR

HEGIATAN BEELAJAR PADA DINAS PENDIDIEKAN
KABUPATEN BANYUASIN

BAGAN STRUHTUR ORGANISASI

SATTAN PENDIDIKAN SANGGAR HEGIATAN BELAJAR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEANYUASIN

EEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN

‘— KEPALA BIDANG
PAUDNI

KEPALA SKB

| KEPALA TATA USAHA
y ! ]
WAKIL KEPALA WAKIL KEPALA WAKIL KEPALA
BIDANG BIDANG BIDANG
PEMBELAJARAN PEMBINAAN PENGABDIAN

KELOMPOK TENAGA FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR

BUPATI BANYUASIN,
. - )



